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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah terurai sebelumnya menunjukkan 

bahwa “Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Desa” di Desa Bolangat dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembangunan yang ada di Desa Bolangat belum tergolong 

mengikuti peraturan mengenai Pengelolaan Anggaran Desa yang pada 

umumnya. Sebab masih banyaknya keganjalan-keganjalan yang dirasakan 

oleh masyarakat mengenai pengelolaan anggaran tersebut. Kemudian untuk 

pelaksanaan anggaran desa banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan 

dalam proses pelaksanaan, dan untuk evaluasi dari hasil pembangunan 

tersebut memang sudah nampak tetapi banyak masyarakat yang masih 

mempertanyakan mengenai sisa anggaran dari pembangunan tersebut, sebab 

masyarakat melihat bahwa hasil pembangunan tidak sesuai dengan jumlah 

anggaran yang telah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. 

2. Dalam setiap pembangunan desa pemerintah tidak mau mendengar aspirasi 

dari masyarakat mengenai apa dan bagaimana pembangunan akan dilakukan, 

pengambilan keputusan hanya dihadiri oleh kepala desa dan perangkat-

perangkat desa yang lainnya dan masyarakat hanya bisa mendengar dan 

menerima hasil dari rapat tersebut, sedangkan pengambil keputusan adalah 

kepala desa. 

3. Tanggapan masyarakat terhadap pemerintah desa mengenai pengelolaan 

anggaran desa masih kurang baik, sebab masyarakat merasa bahwa 

pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka mengenai setiap anggaran-

anggaran desa yang diterima.  
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat 

mengajukan saran saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah Desa Bolangat agar supaya lebih transparan mengenai 

Pengelolaan Anggaran Desa terhadap masyarakat guna untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengantisipasi 

timbulnya berbagai macam  tanggapan-tangaapan negatif dari masyarakat 

mengenai pengelolaan anggaran tersebut. 

2. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan setiap pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa karena anggaran desa tersebut 

diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan juga untuk 

mencegah terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat. 

3. Bagi pemerintah dan masyarakat perlunya sosialisasi antara pemerintah dan 

masyarakat agar supaya terjalin hubungan untuk terbentuknya suatu 

pembangunan yang diinginkan. 
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